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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN 5

NOMOR 1 TAHUN 1995

-§ ff / TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
- TINGKAT II PACITAN NOMOR 12 TAHUN 1890 TENTANG .

IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)

3
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.i DENGAN' RAHHAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

a..

{'

ﬁahwa ,aébagiﬁn'keténtudh dari Izin Undang':—l undang
Gangguan . (HO), sobagaimana tertuang dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor

- 12 tahun 1990, periu disesualkan dengan ;keadaan

dan perkembangan sekarang ; _

'bahwa aehubungan dengan maksud teréebut pada huruf a;

konslderan Menimbang 1Inl, " = dipandang  perlu

- mengubah i Peraturan - Daerah = dimaksud ° dengan
_.menetapkannya‘daiam suatu Peraturan'Daerah.' :

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

_ Pemerintahan di Daerah ;

Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatabiad
Tahun 1926 Nomor 226 Jo. Staatsblad Tahun 1940 Nomor
14 dan Nomor 450 ; : ', T

' Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

. Daerah-daerah: Kabupaten dalam iingkungan Propinai
- Jawa Timur ; . y

i
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:Undang -1 undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang_f
-Peraturan Umum Retribuai Daerah ; .

Undang ;: undang Nomor 4 . Tahun 11982 . tentang

_Ketentuan - ketentuan Pokok Pengololaan Lingkungan

Hidup ;fg

Undang = undang .Nomor_ 5 Tahun :1984 tentang"

: Perinduatrian

F

Peraturan Pemerintah Nomor _5 Tahun 1975 tentang
Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan

Keuangan Daerah ;
X _
'
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'~ 8. Deraturan DPemerintah Nomor 6 Tahun 1988 | tentang

- Koordinasi Keglatan Instanal Vertikai di Daerah :
| ) : == . _

- 9. Peraturaﬂ Peﬁerintah Nomor - 51 Tahun 1993 : tentang o

Anailsa Mengenal Dampak Lingkungan :

10.'Peraturan Menteri Dalam Negeril Nomor 4 tahun 1987

tentang Penertiban Pungutan-~-pungutan dan Jangka Waktu
- -Terhadap Pemberian Izin Undang—undang Gangguan (HO) :

11, Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 84 tahun 1993

tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan s . S :

.12, Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan.
' . Menterl . ‘Perdagangan ' Nomor 58 Tahun 1971 dan Nomeor ..

103.A/Kep/V/1971 tentang Ketentuan Dalam Memberikan
Izin Tempat . Usaha .dan 1zin Usaha Perdagangan
} dengan Perubahannya : ' ' S '

- 13. Peraturan Daerah. Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;

Nomor - -7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai:  Negerl
Sipii di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten " Daerah
Tingkat II Pacitan. ' )

! CoL - - - ;

' i
Dengan persetujuan' Dewan Perwakiian Eakyat Daerah Kabupatens Daerah_
Tingkat II Pacitan » g _

QMenetapkan'?

ar =
-

| _MEMUTUSKAN :
'PERATURAN DAERAH KAEUPATEN DAERAH TINGKAT II 'PACITAN.

TENTANG - PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH ~KABUPATEN .

DAERAH TINGKAT 11 PACITAN NOMOR 12 TAHUN. 1990 TENTANG
IZIN UNDANG—UNDANG GANGGUAN (HO)- !
; -f_'.fif1:5%5;4 Pasai I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1) Pacitan
- Nomor 12 Tahun 1990 tentang Izin Undang-undang Gangguan
(HO) yang .disahkan dengan Xeputusan Gubernuri Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 275/P Tahun 1990 -
“tanggal 18 © Juli1”1990 dan diundangkan. daiam Lembaran

" Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggai- 31

Juii 1990 Nomor 4 Seri B diubah sebagai berikut :

A Pasai 2 ayat (3) diubah dan harus dibaca :_

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan ﬁrosedur
?. perizinan, ‘diatur oleh Kepaia Daerah

B. Diantara pasai 3 dan pasal 4 disisipkan pasai baru,'
dan harus dibaca H : )

'f" - '?- . pasal 3 A

Gﬁna .peﬁanggﬁianéan iimbah, kepada premegang Izin
diwadibkap membuat unit pengoiah;iimbah (UPL). :

i
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(1) Guna pengawasan Bebagaimana dimaksud daiam pasal.

. 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Betiap pengusaha
i harus memasang papan nama 1

(2) Ketentuan mengenai papan nama dimaksud pada ayat
; (1) pasai ini ditetapkan oieh Kepaia Daerah.

Pasai 5,nayat (1) dan ayat (3) diubah dan harus

-dibaca :i

(1) Untuk Betiap pemberian izin dan guna peiaksanaan

(1) 'dan .pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini
dikenakan retribusi ;H

— e

— S

.

3) Hacam dan besarnya retribusi dimaksud pada ayat
(1) pasai -ini, adaiah _

a. Jenls usaha yang. dijaiankan tidak menggunakan"
mesin penggsrak, dengan 1uas bangunan : .

F . .

15; Kdrang dari 25 m2, sebesar Rp.; 500.00
' (1ima ratus rupiah) per mn2 ; oo '

2). Lebih - dari L25 m2 Bampai dengan 50 m2,
. ' sebesar PRp. 1. 000 00 ( Beribu rupiah_)
per m2 3 ' . . S

3. Lebih dari 50 m2, sebesar Rp. 2.000,00
(dua ribu rupiah) per m2 ;:j R

" b. Jenis usaha yang dijalankan dengan menggunakan -
' mesin penggerak R

"if. Saﬁpai ‘dengan’ 10 PK, sehesar i.Ooo,oo

".(seribu ruplah) per PK H

- 2). Lebih dari 10 PK Bampai dengan 25 PK
-~ .* pebesar Rp. 2 000 00 ¢ dua ribu rupiah )

: per PK - ) E : -
3).‘Leb1h dari 25 PK sampal - dengan 50 PK,
Bebesar Rp. 4.000,00. ( empat ribu rupiah )
: 5per Pk i

T

© 4). Lebih dari 50 PK, ‘sebesar Rp. ' 10.000,00
'f (Bepuiuh ribu rupiah) per PK o -

Diantara pasai 6 dan pasai 7 disisipkan 11 pasal
baru dan harus dibaca . : : :

i

i o w_i -'Paséi' S:A |

l

El

'Besarnya retribusi yang harus dibayar pemegang 1zin

adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal ©§ ayat (3)

- Peraturan Daerah inl ditambah dengan blaya penelitian
. dan pemerikgaan, 'Bebeggr 25 - (dua puiuh 1ima

perseratus).

B Ll

evaluasl sebagaimana dimaksud dailam pasal 2 ‘ayat



Paaai 7 diqbah_dan harua dibaca :
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. Pungutan\dimakaud daiaﬁ pdsai'B; 6, dan 6 A Pératuran“ .
Daerah ini harus dleator ke Kas Pemerintah Kabupaten -

Daerah Tingkat i1 Pacitan sesual dengan ketentuan

yang berlaku.

Paaai S ayat (1) diubah dan haru=s dibaca :

'(1>
. dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat .

(1)
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Barang siapa meianggar ketentuan aebagaimana

(3) Peraturan Daerah ini, diancam dengan ; hukuman .

- kurungan paling lama 3 '(tiga) bulan atau denda

paling banyak, sebesar Rp. 50.000,00 (11ma ‘puluh

'_ribu rupiah) H

.Paaai 10. diubah, dan harus dibaca :

Seiain oieh Penyidlk Umum, penyldikan atas tindak
pldana sebagalmana dimaksud dalam pasal :9 ayat
(1) Peraturan Daerah inil, diiakukan cleh Penyldik
Pegawal Negerl Sipilil d1 1ingkungan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pacitan yang

pengangkatannya = ditetapkan . 'sesual = dengan
ketentuan peraturan .popundang~undangan_. yang

; ber1§ku ;-

| (Z)IDaiéﬁ melaksanakan tugas - penyidikan, Penyldik'

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 1inli,

berwenang

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana ;

' b;lmeiakukan " tindakan pertama pada saat itu

ditempat "kejadlan. dan - melaksanakan,
pemeriksaan Vo R ' -

c._ményurﬁh' berhentl seseorang tersangka' dan
“ memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
].

-d. meiakukan penyitaan benda atau surat 3

a. mengambll sidik Jari dan memotret tarsangka f
f. memanggll seseorang untuk didengar dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksl® :

g.'mendatangkan seseorang ahil yang diperiukan
daigm hubungannya dengan pemeriksaan perkara_;.

h. menghentlkan = penyidikan eetelah mendapat
petunjuk dari Penyldik Umum, bahwa  tidak
.terdapat cukup buktil atau perlstiwa tersebut
bukan merupakan tindak pldana dan selanjutnya
melalul Penyldlk Umum, memberitahukan hal
tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka
atau keiuarganya ; C -f A

1.'mengadakan tindakan 1a1n menurut hukum _ yang
dapat dipertanggung Jjawabkan.
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. Peraturan Daerah  inl mulal berlaku : pada . tanggal

.:Aga}" setlap  orang méhgétahuinya, ' memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah Inl dengan .menempatkannya

 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II'

.Pacitan. S P ;
' Ditetapkan d1 : Pac it an
a}_ : T an g gal : 15 - 2 - 1995

.

DEWAN PEEWARKILAN RAKYAT DAERAH . BUPATI REPALA DAERAH TINGKAT 1

KABUPATEN DAERAH :TINGRAT 'I1 PACITAN T A Cc I T AN
o K E T U A, : PR :
I o Cap. ittd oo
Cap. ttd ﬂ:; -':i o E _a' - '5

SURIPNO YUSUF. ?l _ﬂ 'f -' SO0ED J 17O

Diaahkan dengan Keputuaan Gubernur Kepaia Daerah Tingkat I Jawa_
: Timur tanggai 26 Mei 1995 Nomor 394 / P Tahun 1995. .

_§¢  o '.;: An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT: I

H - JAWA TIMUR

E_ : Aaiaten Ketatapradaan .
'if i Cap ttd.
B R mﬂusmnmmu,ermkf

;. . :: ' J__ | . - Pemn bina

b “A,; o -*r3;5NIP- 510 '057 1511 -

;o

: .Diundangkan daiam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT
Pacitan tanggai 6 Juni 1995 Nomor 1 Seri B tahun 1995 :

o - An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT
: R . PACITAN =
§_ o SgkretariahWiiayah/qurah o
B : S - P
ot - L e .
{ . Drs. NOEEOSO MOH. AMIEN '
'€5 - ‘?six _%l- " . 'Pembina Tingkat I \
3 © .7 . NIP. 010 045 335

T R L

LA A
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. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
. : NOMOR 1 TAHUN 1995 I

T
F
.

e
H

' I. PENJELEASAN UMUM

O
i

" Bahwa !

TENTANG

' ' B PERUBAHAN PERTAMA g '
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
"NOMOR 12 TAHUN 1990 TENTANG IZIN UNDANG-UNDANG- GANGGUANM(HO)

sesual dengan—perkembangan sbslal' ekbnoml masyarakat

" serta hasll evaluasi dl lapangan, maka dalam rangka pengawasan dan
. penertlban terhadap pendlrlan tempat-temnpat usaha yang mengandung
Daerah memandang perlu menlnjau kemball
. Peraturan Daerah  Nomor 12 Tahun 1930 dengan mengadakan beberapa
V_perubahan atas materi pasal—pasalnya. : : o -

S II.

-_Pasal' I_;ﬁurﬁf A

;Pasal.I huruf;B,'pasaI'S BE?

" Pasal I huruf;D

" Pasal I huruf E s/d G

gangguan, . Pemerlntah

PENJELASAN PASAL DEMI: PASAL

(g h m i g e

:
|

H .
[

_ Pasal I huruf B, pasal 3 A’

b

|

£ -

)

PﬁsaI‘I hqruféCﬂ'

_}IPasal II

W e A s N e

S S

1
i
§ .
i

]

T
]

'Ketentuan persyaratan ' dan

prosedur - perlzlnan: sesual
~dengan -  Peraturan Daerah

"dunla usaha.

perubahan Ini -ditetapkan oleh
Kepala Daerah. Hal Inl dlmaksud-
kan + agar terdapat : keluwesan
dalam pelaksanaannya, sehlngga
Peraturan Daerah Inl mampu
menglkutl dlnamlka perkembangan_

;
¥

KewaJIban membuat 1 pengolah
l1lmbah bagi. setlap . pemegang
Izln, sebagal upaya untuk

mengurangi keresahan masyarakat
sekltarnya atas:gangguan sebagal’
akibat °* pembuangan llmbah yang
kurang ' memenuhi aturan

kesehg?an.

Cukup jelas.

'Cukﬁp 3eIas.. o é o

Ketentuan pasal 6A . dlsamping
dlkenakan kepada pemohon baru
Juga dikenakan kepada pemegang
Izin lama pada saat pelaksanaan

_ evaluasi.;_ - :

Cukup Jelaﬁ.
Cpkup Jélas.
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